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PUTUSAN

Nomor 0435/Pdt.G/2020/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  majelis  hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kantetala, 10 November 1972 (umur

38  tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Tambang,

pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di  XXX,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawerigadi, 10 November 1967, agama

Islam,  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  pendidikan  SLTA,

tempat kediaman di XXX, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10

November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  0435/Pdt.G/2020/PA.Rh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  05  September  1991,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat,

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 82/01/X/1991, tertanggal 29

Oktober  1991;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah  Jabatan  Puskesmas

Kecamatan Kusambi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  3

orang anak;

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan baik, tetapi  sejak tahun 2007 antara Penggugat dan

Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  menjadi  tidak  harmonis,  disebabkan

oleh :

1)   Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;

2)   Tergugat mengelolah sendiri penghasilannya;

3)   Tergugat  suka  berselingkuh  bahkan  Tergugat  telah  menikahi

perempuan lain sebanyak 5 orang dan kelima orang tersebut  sudah

mempunyai keturunan;  

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan oleh Penggugat meminta uang

untuk  belanja  tetapi  Tergugat  tidak  memberikan  sehingga  terjadi

pertengkaran dan pada saat  itu juga Penggugat langsung meninggalkan

kediaman bersama  dan  pulang  ke  rumah  orang  tua  Penggugat  sampai

sekarang sudah 10 tahun lamanya dan Penggugat tidak pernah kembali

dan Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat akibatnya

antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

6. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  belum pernah

diupayakan damai;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat

sudah tidak memiliki  harapan akan dapat  hidup rukun kembali  bersama

Tergugat  untuk  membina  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan

rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan

Tergugat;  

Bahwa  alasan-alasan  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Raha cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa  dan mengadili
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perkara  ini,  agar  berkenan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  sebagai

berikut:

Primer:

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.   Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (Wa Mili binti  La Muka); 

3.   Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider:

Mohon putusan  yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa isidentilnya, sedangkan

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati Penggugat melalui kuasa isidentilnya agar tetap mempertahankan

rumah  tangganya  serta  hidup  rukun  dan  kembali  membina  rumah  tangga

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi

atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini

dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan

surat  gugatan  Penggugat  yang  pada  dasarnya  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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-   Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Lawa,  Kabupaten  Muna  Barat,  Nomor:  82/01/X/1991

tertanggal 05 September 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai

dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  SAKSI  SATU,  umur 38  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTP,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelahmenikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

Perumahan Puskesmas Kusambi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; 

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

sejak tahun 2007; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri

tentang  persitiwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat tersebut; 

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  serta  Tergugat  telah  menikah

lima  kali  dan  kelima  isteri  Tergugat  tersebut  masing-masing  telah

dikaruniai anak; 

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

2010 sampai sekarang sudah berjalan 10 tahun lamanya; 
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  sudah  pernah  diusahakan  damai  oleh  keluarga,  namun  tidak

berhasil; 

Saksi  2,  SAKSI  DUA,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ipar Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelahmenikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

Perumahan Puskesmas Kusambi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; 

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

sejak tahun 2007; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai  mabuk

dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri

tentang  persitiwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat tersebut; 

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

2010 sampai sekarang sudah berjalan 10 tahun lamanya; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  sudah  pernah  diusahakan  damai  oleh  keluarga,  namun  tidak

berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang  bahwa  upaya  damai  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim

pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan

Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal

oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7

tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia; 

Menimbang  bahwa  selanjutnya,  terhadap  ketentuan  tentang  mediasi

sebagaimana  diatur  dalam PERMA No.  1  tahun  2016,  Majelis  berpendapat

bahwa,  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya,
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Majelis  mencukupkan  pada  upaya  damai  yang  dilakukan  pada  tiap-tiap

permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  memberikan  kuasa

isnsidentil,  maka  Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan  terlebih  dahulu

tentang keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh Penggugat dan

tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut sebagai

bibi  Penggugat,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  kuasa

Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa secara insidentil

di dalam persidangan kepada XXX, telah mendapat izin kuasa insidentil  dari

Ketua  Pengadilan  Agama  Raha  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Raha  dengan  Nomor  W21-A4/1186/Hk.05/XI/2020,  tanggal  11

November 2020;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Penggugat, kepada kuasa tersebut

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan

1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

tentang Penyumpahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6

Tahun 1994, dan materi surat kuasa insidentil  Tergugat tersebut telah sesuai

dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus jo. Surat Edaran

Ketua  Muda ULDILTUN MARI  Nomor  MA/KUMDIL/8810/1987  tentang  Surat

Kuasa Insidentil, dengan demikian kuasa Penggugat sebagai kuasa yang sah

dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat inperson dalam

setiap persidangan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah  semenjak  tahun  2007  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

harmonis  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat
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suka minum-minuman keras, Tergugat mengelola sendiri penghasilannya dan

Tergugat telah menikah dengan wanita lain sebanyak 5 orang serta semenjak

tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa,  oleh karena gugatan Penggugat  didasarkan pada

perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan

hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f)  PP No. 9 tahun

1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana

terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

maka  yang  pertama  sekali  dipertimbangkan  adalah  apakah  Penggugat  dan

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, oleh

karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti,

bahwa antara Penggugat  dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah,  menikah pada tanggal 05 September 1991 menurut tata cara syariat Islam

yang  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Lawa,  Kabupaten  Muna

Barat  dan  selama  pernikahan  belum  pernah  terjadi  perceraian,  sesuai

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu  Penggugat

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI  SATU dan  SAKSI  DUA  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak
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ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang  bahwa  seluruh  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Penggugat

dan  Tergugat  membina  rumah  tangga  di Perumahan  Puskesmas  Kusambi;

semenjak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan

pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat suka

minum-minuman  keras,  serta  semenjak  tahun  2010  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah Penggugat dan Tergugat

sudah tidak pernah lagi berkomunikasi Tergugat tidak pernah datang, dan tidak

pernah  lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara

materiil  melihat  langsung  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

serta  berdasar  pada  fakta  bahwa  semenjak  tahun  2010  antara  Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,  dan selama berpisah Tergugat

tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat,

dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, maka Majelis yang

memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

1.  Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran sejak tahun 2007 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan

nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain

dan Tergugat suka minum-minuman keras;
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2.  Bahwa semenjak  tahun  2010,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berpisah dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada

komunikasi;

3.  Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

4.  Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati

Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9

tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh

Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal

tersebut, yakni :

1.  Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

2.  Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

3.  Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-

pasal  a  quo,  oleh  Majelis  akan  dipertimbangkan  satu  persatu  dihubungkan

dengan  fakta  hukum yang  diperoleh  dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan

sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta  hukum pada angka nomor  1  menunjukkan,

bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri

seringkali  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  karena  Tergugat  tidak

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  telah  menikah  dengan

perempuan lain  dan  Tergugat  suka  minum-minuman keras,  sebab-sebab ini

merupakan  indikasi  adanya  ketidak  harmonisan  dalam  rumah  tangga

Penggugat,  maka  patut  disimpulkan  bahwa  perselisihan  Penggugat  dengan

Tergugat  masih  berlangsung  dan  sudah  bersifat  terus  menerus,  karenanya

Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang  bahwa  fakta  hukum  pada  angka  nomor  2  dan  3

menunjukkan,  bahwa semenjak tahun 2010 antara Penggugat  dan Tergugat

telah  pisah  tempat  tinggal  dan  selama  berpisah  tempat  tinggal,  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  lagi  ada  komunikasi  dan  Tergugat  tidak

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  fakta  mana  menunjukkan  kejadian
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yang sebenarnya,  bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat  tidak lagi  ada

ikatan  batiniyah  sebagai  suami  istri  serta  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  telah  pecah  dan  retak  yang  sedemikian  rupa  sifatnya,

sehingga tujuan perkawinan untuk  membentuk  rumah tangga yang sakinah,

mawaddah  wa  rahmah  sebagaimana  dikehendaki  dalam  rumusan  pasal  3

Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor:

1 tahun 1974 , tidak lagi dapat terwujud  dan karenanya Majelis berpendapat,

bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi; 

Menimbang  bahwa  fakta  hukum  pada  angka  nomor  4  menunjukkan,

bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan nasehat

Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil,

karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

dipaksakan  untuk  diteruskan,  maka  akan  membawa  mafsadat  lebih  besar

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang

berbunyi :

المصالح        جلب علي م مقد المفاسد رء د
Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Penggugat  di  depan

persidangan,  yakni  Penggugat  berketetapan  hati  ingin  bercerai  dengan

Tergugat  dan  Penggugat  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  maka

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Islam  sebagaimana  yang  termuat  dalam  kitab  Al  Iqna  Juz  II  halaman  133

sebagai berikut :

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وان
Artinya  :  “Apabila  ketidak  senangan  seorang  istri  kepada  suaminya  telah

mencapai  puncaknya,  maka  pada  saat  itu  hakim  diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab  Kitab Fiqhus Sunnah Juz II

halaman 290 yang berbunyi: 
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وكان          الزوج، أواعتراف الزوجة، ببينة القاضي لدى دعواها ثبت فإذا

أمثالهماوعجزالقاضي         بين العشرة دوام معه يطاق ل مما اليذاء

بائنة    بينهماطلقهاطلقة الصلح عن

Artinya  : Jika dalil  gugatan terbukti  di  depan persidangan baik dengan bukti
yang diajukan oleh isri atau pengakuan suami da konflik rumah tangga
telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun
kembali dan haim juga tidak mapu mendamaikan kedua belah pihak,
maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan

Penggugat telah  memenuhi  alasan perceraian  sebagaimana  tercantum dalam

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum  Islam  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  oleh

karenanya  gugatan  Penggugat  harus  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak

satu  Bain  Shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap  Penggugat

(PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  datang  menghadap  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

yang  sah  sehingga  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  mengakibatkan  tidak

dapatnya  didengar  keterangannya  atau  setidak-tidaknya  untuk  membantah

dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  maka  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg

gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat
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diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Raha pada hari Senin, tanggal  16 November 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal  01 Rabiul  Akhir  1442 Hijriah oleh  Dwi  Anugerah,  S.HI.,  MH

sebagai  Ketua Majelis,  Muhammad Ubayyu Rikza,  S.H.I  dan  Wida Uliyana,

S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Wida Uliyana, S.H

Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,
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La Sahari, SH

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 380.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.
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